BAB Il

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1  Sejarah singkat PT. Pos Indonesia

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia merupakan awal munculnya
aktivitas surat menyurat yang lebih modern dan terorganisir. Berawal dari ide lalu
berkembang dengan berjalannya kebutuhan, maka gagasan tersebut diwujudkan oleh
Gubernur Jendral G.W Baron dengan mendirikan sebuah Kantor Pos. Dengan
penemuan tekhnologi dalam bidang telegraf dan telefon, maka dibentuklah jawatan
telegraf dan telefon (jawatan PTT) berdasarkan Staatblaad no. 395 tahun 1906.
Seiring dikeluarkannya undang-undang Perusahaan Negara Hindia Belanda (
Indischeb Bedrijvenwet wet = IBW). Sejak tahun 1907,jawatan PTT dikelola oleh

Departemen Perusahaan-perusahaan ( Departemen Van Gouverments Bedrijven ).

Bermula dari jawatan PTT Republika Indonesia yang resmi berdiri pada
tanggal 27 September 1945,yaitu sejak dilakukannya pengambilalihan kantor pusat
PTT diBandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintah jepang yang
pada saat itu gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT yang kemudian tanggal
tersebut dijadikan sebagai tonggak berdirinya jawatan PTT RI sekaligus diperingati

sebagai hari bakti PTT atau yang lebih dikenal sekarang sebagai Hari Bakti Postel.



Perubahan status jawatan PTT menjadi Perusahaan Negara Pos dan
Telekomunikasi (PN Postel) karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Perusahaan
Negara sesuai dengan PERPU NO.19 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah ( PP ) No. 240 tahun 1961 antara lain betujuan agar mendapatkan
kebebasan bergerak dalam mengembangkan usahanya. Kemudian PN Postel dipecah
menjadi dua badan Usaha Yang Berbeda, yaitu PN Pos dan Giro dan PN
Telekomunikasi berdasarkan PP no. 29 tahun 1965 dan PP no. 30 tahun 1965.
Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1969 yang menetapkan status
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, Perum, maka status PN Pos dan
Giro diubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro ( Perum Pos dan Giro )
bedasarkan PP no. 9 tahun 1978. Kemudian melihat perunahan —perubahan dalam
iklim usaha, status Perum disempurnakan Khususnya yang menyangkut tata cara
pembinaan dan pengawasn berdasarkan PP no. 24 tahun 1984. Menghadapi
pertumbuahan dunia usaha yang makin marak dan penuh persaingan maka diperlukan
penyempurnaan status Badan Usaha yang lebih baik, sehingga tanggal 20 juni 1995,
Perum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro ) berubah status menjadi PT.Pos Indonesia
(Persero) KP Il Bandung 40000 berdasarkan PP No. 5 tanggal 27 Februari tahun
1995. Dengan adanya perubahan status tersebut, maka memberikan keluasan yang
lebih besar bagi PT. Posindo untuk memasuki dunia bisnis yang dinamis dan

memberikan kesempatan untuk menciptakan system kerja yang lebih efisien dan cara



kerja yang professional untuk meningkatkan pelayanan kepada setiap penggua jasa

Pos dan Giro.

Berikut adalah rangkaian perubahan status yang telah dilakukan oleh PT.Pos

Indonesia (Persero) KP 11 Bandung 40000.

1. Tahun 1864 dinas Pos sebagai Jawata Murni

2. Tahun 1906 dinas Pos sebagai perusahaan ICW (Indische comtabilities Wet)

3. Tahun 1013-1961 dinas Pos sebagai Peruasahaan IBW (Indiche Bedrijven
Wet)

4. Tahu 1961-1965 dinas Pos sebagai Perusahaan Negara Pos dan Giro

5. Tahun 1965-1978 dinas Pos dan Giro sebagai Perusahaan Negara Pos dan
Giro.

6. Tahun 1970-20 Juni 1995 dinas Pos sebagai Perum Pos dan Giro

7. Sejak tanggal 20 juni 1995 hingga sekarang, dinas Pos dan Giro menjadi PT.

Pos Indonesia (Persero) KP 1l Bandung 40000.

2.1.1 Visi PT.Pos Indonesia
Visi PT. Pos Imdonesia (Persero) KP Il Bandung 40000 adalah mengelola
perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung teknologi tepat

guna dan penggunaan SDM yang professional.



2.1.2  Misi PT. Pos Indonesia
Misi PT. Pos Indonesia (Persero) KP Il Bandung 40000 adalah menyediakan
layanan komunikasi (surat pos), Logistik, (paket pos), transfer keuangan (wesel pos)
dan jasa pelayanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah yang tinggi bagi kepuasan
pelanggan. Secara rinci misi PT. Pos Indonesia (Persero) KP Il Bnadung 40000
adalah sebagai berikut:
1) Menyediakan layanan komunikasi, logistic, transaksi keuangan dan layanan
pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.
2) Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat bagi dipasar domestic
maupun pasar global
3) Memberikan palayanan untuk kemanfaatan umum yang menjangkau sekuruh
pelosok tanah air dengan perlakuanmyang sama guna memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa.

2.2  Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi menggambarkan skema atau bagian yang diwujudkan
dengan garis — garis perintah, hubungan antar pemimpin dengan bawahan dan antar
bagian yang satu dengan yang lainnya agar dapat mendukung proses pencapaian

tujuan dan penempatan orang pada setiap aktivitas perusahaan.



Bentuk struktur organisasi pada PT.Pos Indonesia (Persero) KP Il Bandung
40000 adalah organisasi garis, Yyaitu bentuk organisasi yang pengawasannya
dilakukan secara langsung dalam perusahaan. Srtuktur Organisasi PT. Pos Indonesia
(Persero) KP Il Bandung 40000 terdiri dari Kepala Kantor, Manajer Operasi, Bagian
Audit, Bagian Pos Plus, Bagian Pelayanan Ritel/ Keagenan, Bagian Sarana, Bagian
PRK, Bagian Teksifo, Bagian RK, Bagian pengolahan Komunikasi, Bagian Vilateli,
Bagian Bisnis Logistik, Bagian Bintuyan, dan Bagian Keuangan. Adapun struktur

organisasi secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut

% STRUKTUR ORGANISASI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Sumber : Pos Indonesia

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (PERSERO)



2.3 Deskripsi Jabatan Perusahaan

Uraian tugas masing-masing perusahaan pada PT. Pos Indonesia (Persero)

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

a.

Mengawasi pelaksanaan kegiatan penjualan, keuangan, pembelian,
administrasi, dan umum kedalam suatu kegiatan yang terpadu dalam
rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Melakukan pengolahan data, analisis dan evaluasi atas hasil usaha
dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna milik
perusahaan.

Secara periodik mengawasi sitem pengawasan internal dan
melaksanakna pemeriksaan (baik fisik maupun audit)

Memberikan masukan kepada staf untuk paebaikan atau
penyempurnaan peraturan, ketentuan, sistem prosedur maupun
administrasi yang pada umumnya belaku pada perusahaan.
Mengawasi dan memberikan persetujuan pengeluaran dan
penerimaan kas agar sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal

yang menyangkut kebijaksanaan lainnnya yang bersifat umum.



Bagian Audit

a. Memeriksa bagian-bagian keuangan, pelayanan, dan keagenan,
akuntansi, SDM, Paket Pos, Pengolahan, Paket Pos, teksifo, filateli,

pos plus, dan pemasaran.

b. Pemeriksaan kas supervisor keuangan dan pemeriksaan sisi Benda

Pos dan Materai (BPM) Supervisor keuangan.

c. Membuat laporan penyimpangan masing-masing bagian

d. Menyusun laporan penyimpangan masing-masing bagian

e. Menyusun laporan eksploitasi

f. Penyusunan laporan pemeriksaan

g. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Manajer Operasional

a. Mengolah kelancaran penerimaan, pengiriman dan penyimpangan
surat kawat dan telex.

b. Mengelola arsip berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan kegiatan periklanan, pameran dan acara-acara resmi

lainnya.
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d. Mengawasi, membina pengetahuan dan mutu kerja bawahannya.

e. Menyampaikan saran kenaikan gaji/pangkat/jabatan karyawan
bawahannya.

f. Meneliti surat-surat, konsep-konsep dan laporan yang ditandatangani
oleh kepala kantor pusat.

g. Memberikan masukan kepada kepala kantor pusat dalam

melaksanakan tugas.

Bagian Pelayanan

a. Mengatur pelayanan loket penerimaan paket pos peka waktu
meliputi paket pos biasa, wesel pos, giro pos, kilat khusus, EMS,
Express Post, dan penjualan Benda Pos dan Materai (BPM).

b. Mengkoordinasi pekerjaan dari kantor lain, termasuk pekerjaan
pembukuan dan pencatatn atau pemeriksaan.

c. Mengkoordinasi pengiriman ke kantor lain termasuk pekerjaan
pembukuan atau pencatatan pekerjaan.

d. Mengkoordinir persiapan peket pos serta menjaga kelancarannya.

e. Melaksanakan tata usaha umum dan mengawasi loket-loket
penerimaan paket pos.

f. Menyiapkan konsep surat menyurat tentang hal-hal yang berkaitan

dengan pos peka waktu.
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Bagian Pelayanan Pos Plus

a. Menerima / menyelesaikan pengaduan pelanggan.

b. Memeriksa pertanggungan pengaduan.

c. Memeriksa laporan pengaduan ditambah lampiran serta memeriksa
penyimpangan jasa layanan pos.

d. Mengevaluasi tugas pos plus.

e. Merencanakan perbaikan-perbaikan.

Bagian Pelayanan Ritel/Keagenan.

a. Memeriksa seluruh neraca loket dan dokumen sumber setelah
diyakini akan kebenarannya.

b. Memeriksa seluruh neraca loket bagian pelayanan riteil/keagenan
dan dokumen sumber yang berkaiatan dengan mutasi pada ahli yang
berkaitan.

c. Memeriksa dan menandatangani neraca gabungan yang dibuat oleh
kepala urusan bagian pelayanan/riteil.

d. Membantu kegiatan pemasaran.

e. Memeriksa pencocokan surplus minus tabungan batara dan tabungan

Budaya serta menandatangani laporannya.
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f. Memeriksa pembukuan Tabungan Kesejahteraan Keluarga
(TEKESRA) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA)
yang akan dicocokan dengan bagian akuntansi, memeriksa laporan
surplus Takesra dan Kukesra yang akan dikirim ke BNI 46 serta
menandatangani laporannya.

g. Memeriksa kebenaran dan menandatangani laporan pensiun.

Bagian Filateli

a. Mengawasi surat-surat

b. Mengawasi penjualan benda-benda pos

o

Menyusun target unit tahunan

d. Melakukan pemeriksaan kas berdasarkan pemeriksaan administrasi.

Bagian Bina Mutu dan Pelayanan.

a. Menterjemahkan kebijakan mutu menjadi system dan metode
pengendalian mutu KP Il Bandung.

b. Melakukan analisis dan evaluasi system kualitas produk, proses dan
pelayanan.

c. mengendalikan dan mengevaluasi perbaikan system prosedur dan

aturan yang lebih efektif dari pandangan manajemen mutu.
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d. Memperbaiki system dan metode mutu produk, proses, prosedur dan
aturan berdasarkan system umpan balik (pelanggan, audit internal

dan eksternal, dan lain-lain).

Bagian Keuangan

a. Menerima, menyiapkan, membayar, atau mengeluarkan uang dan
surat berharga, menerima dan memberikan panjar kas ke loket-loket
atau kasir, menerima dan menyiapkan pengiriman uang serta
membuat neraca harian kas.

b. Menerima, menyiapkan, mengeluarkan dan mempertanggung
jawabkan serta penatausahaan benda pos dan materai termasuk buku
atau daftar rekapitulasi penjualan.

c. Mengawasi peredaran benda pos dan materai di loket-loket, mesin,
perangko dan system pemprangkoan lainnya baik yang digunakan
diloket mauoun oleh public, serta melaksanakn penatausahaan dan
pertanggungannya.

d. Melaksanakan penyetoran dan pengambilan ke atau dari bank yang
telah ditetapkan dan pentransferan ke rekening direktur keuangan

Bandung, serta menjaga batas maksimun saldo kas.
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2.4 Kegiatan Perusahaan

PT. POS INDONESIA (Persero) sebagai agen pembangunan yang sedang
berkembang, berperan aktif untuk membuka ketidaktahuan masyarakat baik di
bidang komunikasi maupun bidang teknologi, maka PT. Pos Indonesia (Persero)
mengemban misi sosial yang sudah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas
karna ditunjang oleh adanya jaringan pelayanan pos yang mencapai ke daerah

terpencil diseluruh tanah air.

Layanan pos tersebut diselenggarakn untuk memenuhi berbagai kebutuhan
masyarakat mulai dari kebutuhan sarana komunikasi, jasa pengiriman paket, sarana

komunikasi dan lain-lain.

Menurut UU. 6 tahun 1984, tentang Pos antara lain menyatakan bahwa
pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan
dan kesatuan, dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dengan
menberikan pelayanan yang sebaik mungkin seluruh wilayah Indonesia dalam

hubungan antar bangsa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, PT Pos Indonesia (Persero)

KP 11 Bandung 40000 memiliki tujuh fungsi antara lain :

1. Pengelolaan Jasa pos dan giro serta jasa keagenan.

2. Pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan.
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3. Pengelolaan perlengkapan dan bangunan.
4. Pengelolaan keuangan.
5. Pengelolaan penelitian dan pengembangan.
6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan.
7. Pengelolaan fungsional.
Menurut pasal 8 ayat 2 PP No. 37 tahun 1985 menyatakan bahwa jenis-
jenis pelayanan yang diselenggarakn oleh PT. Pos Indonesia (Persero) KP Il
Bandung 40000 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah meliputi :
1. Pelayanan pokok
Yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman surat pos, wesel pos dan pelayanan
giro dan cek pos.
2. Pelayanan tambahan
Yaitu pelayanan yang diselenggarakan disamping pelayanan pokok.
3. Pelayanan khusus
Yaitu pelayanan yang secara khusus diberikan pada pelayanan pokok atas
permintaan pengirim atau penerima.
4. Pelayanan keagenan
Yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia untuk kepentingan

pihak tertentu dengan menerima upah atau provisi.
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Adapun beberapa jenis usaha yang diberikan kepada masyarakat yang
telah dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat antara lain :

1. Surat pos adalah layanan standar pengiriman berita disemua kantor pos dengan
tarif seragam.

2. Surat kilat adalah layanan kiriman pos cepat didalam negeri (Express Mail)
yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

3. Surat kilat khusus adalah layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tepat
kiriman dalam negeri dengan waktu tempuh antara 24-28 jam.

4. Express Mail Service (EMS), adalah layanan cepat pengiriman berita dan
barang dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status pengiriman dengan
waktu tempuh antara 1-3 hari.

5. Layanan surat elektronik hibrida antar surat secara fisik dengan kombinasi
transmisi data melalui jaringan telekomunikasi. Hasil transfer berupa copy
naskah asli dengan waktu tempuh maksimal 6 jam.

6. Wesel pos adalah layanan transfer uang keseluruh Indonesia.

7. Giro pos adalah layanan keuangan untuk menampung, menyimpan dan
membayar berbagai transaksi diseluruh Indonesia.

8. Cek pos wisata adalah layanan keuangan untuk kegiatan perjalanan yang dapat

diuangkan disetiap kantor pos.
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10.

11.

Pos plus adalah berbagai layanan bagi nilai lebih yang ditambahkan melalui
sarana pos pelayanan pos plus.

Filateli adalah benda-benda pos koleksi yang banyak diminati para
penggemarnya sehingga usaha ini ditangani oleh suatu divisi khusus, yaitu
bagian vilateli.

Layanan keagenan adalah layanan jasa keagenan yang dilakukan oleh PT. Pos
Indonesia (Persero) KP 11 Bandung 40000 atas nama untuk kepentingan pihak
ketiga yaitu :

a. Pembayaran dan penampungan untuk BTN

b. Pemotongan pension ex bank kreditur

c. Pembayaran pensiunan TASPEN dan ASABRI

d. Penjualan benda materai untuk direktorat pajak.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan dan perusahaan, guna memperluas
cakupan dan meraih peluang bisnis dan mengubah focus dari produk ke
pelanggan demi kemajuan perusahaan menuju perusahaan kelas dunia, maka
pelayanan-pelayanan tersebut diatas dikelempokkan dalam tiga konsep produk,
yaitu konsep produk inti ?(komunikasi, logistic, dan keuangan), kosep produk
pengembangan (Layanan internet melalui wasantara net) dan konsep produk

perluasan (filateli dari komunikasi dll).
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